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PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR / TAHUN2016 |

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BOME»A!!A DALAM
PENANDATANGANAN DAN PENERBITAN JENIS PELAYANAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KEPAD!L KEPALA DINAS

PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOMBANA [ |
NES R

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAE 1

BUPATI BOMBANA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan kctcntuan I’eraturan Daerah
: . Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ‘Kabupaten
Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupat1 Bombana
tentang Pelimpahan  Sebagian .- chenangan ~ dalam
Penandatanganan dan Penerbitan Jems Pelayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan idan Perkotaan
kepada Kepala Dmas Pendapatan Da erah Kabupaten
- Bombana ; : Es_é

'b. bahwa untuk mengefekuﬂcan penmgkatan pélayanan kepada

- subjek pajak atau wajib pajak perlu melakukan

pendelegasian sebagian kewenangan Bupatl Bomba.na dalam

~ penandatanganan dan penerbitan Jems 1 pelayanan Pajak

'Bumi dan Bangunan kepada Kepala Dmasl Pendapatan

Daerah Kabupaten Bombana agar, proses pelayanan Pajak

. Bumi dan Bangunan Perdesaan da.n Pe} kota?n bcrja.lan
 efektif dan efisien b \

NN
c. bahwa berdasarkan pertnnbangan sebag‘uﬁla{na dlmaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan P!exl'elllturan Bupati
-Bombana tentang Pelimpahan Sebaglan Kt'wenangan Bupati
Bombana dalam Penandatanganan . dan Pencrbltan Jenis
Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan P?rdesaan dan

Perkotaan Kabupaten Bombana. . |}

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun ° 1983 telitang ketentuan
| " umum dan tata cara perpajakan (Lembagd Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik - Indonesia Nomor 32162), sebagmmana
telah diubah beberapa kali terakhir. dengan Undang-Undang
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Ket1ga Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tc ntang Ketentuan
Umum Tata Cara Perpa_;akan (Lembaga ;Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesm Nomor 4740) i I

- Undang-Undang Repubhk Indonesia: Nomor

1999 tentang Penyelenggaraan Negara vang;

28 Tahun
BCI'Slh dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotxsme (Lembaran Negara

‘Republik Idonesia Tahun 1999 ; Nomor 575'
‘Lembaran Negara chubhk Indones1a Nornor*385 1); E

i

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) | 1 |

Undang-Undang Repubhk Indonesxa Nomor 29
tentang pembentukan Kabupaten Bombana,

Tambahan

Tahun 2003
tentang Keuangan . Negara (Lcmbaran NFgara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 'I‘ambahan Lernbaran ,

Tahun 2003
Kabupaten

- Wakatobi, Kabupaten Kolaka Utara d1 Provms1 Sulawesi
- Tenggara, (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun

2003 Nomor 144, Tambahan Lembara[n Ncgara chubhk

Indonesia Nomor 4339); - L B

|¥'

i : |
Undang-Undang Republik Indonesna Nomor 1 |Tahun 2004
tentang perbendaharaan Negara (Lf:mbaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2004 Nomor S;: Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) e ] I |-
ITahun 2004

i

Undang-Undang Republik Indones1a Nomor|33

Tentang Perimbangan -Keuangan: Antara l?emenntah Pusat
dan Pemerintah Daerah . (Lembaran K Negara Republlk
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tamba}_lan_ Lembaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 4438) l E E i !
|
Undang-Undang chubhk Indone31a Nomcrl

'nﬂnhxzoog

tentang Pelayanan Publik- (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122 tambahan Lembaran

Undang—Undang Repubhk Indonesxa Nomor 28 |

Tahun 2009

tentang . Pajak Daerah dan Retnbus1 'Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009. Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Repubhkg !Indonesxa Nomor

5049); . o 5?;%?" f; 2

i 'W;

Undang-Undang Repubhk Indonesm Nomor 5 |Tahun 2014
tentang Aparatur Slpll Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); - .:;!: : - !

Undang-Undang Repubhk Indonesxa Nomor 23 Tahun 20 14
tentang Pemerintah  Daerah (Lembaran I Negaza Republik -
 Indonesia Nomor ‘23 Tahun 2014 Nomos | 244

Lembaran Negara chubhk Indonesxa N(')mor 5587}
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Menetapkan:

Dalam Peraturan Bupau ini yang dlmaksud dengan firio
1. Daerah adalah Kabupaten Bombana. L L

o Republik Indonesia Nomor 5679); :j: ;
11
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'sebagazmana telah. d1ubah beberapa kah 'terakhzr .dengan

Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

'Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Repubhk Indonesia

Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan §Lcmbéran Negara
‘ f a % S
Tahun 2015

Peraturan Menteri- Dalam Negen Nomor 80

. Tentang Pembentukan Produk | Hukum Daerah (Berita
" Negara Republik Indone51a Tahun 20 15 Nomior 2036),

12.

- iPerdesaandanPerkotaan f -Alfsfi
15.
‘Tata Cara Penerbitan dan Penya:np_gan;

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana l quor 1 Tahun
2013 -tentang Pajak:Bumi dan. Bangunanl Perdesaan dan
Perkotaan : - _ :

Peraturan Daerah Kabupaten Bombana' Noxlnor 1 Tahun
2015 tentang Pedoman Pembentukap R ‘6duk Hukum
Daerah. _ : BERE

Peraturan Bupati Bombana Nomor 20 Ta]nlm 2013 tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Burm d_gm Bangunan

o

SRR ‘ll i 7
Peraturan Bupati | Bombana Nomor 23 Tahun ’2015 Tentang
Surat Pajak
Terutang dan Surat Ketetapan PaJak Daerah P?jak Burm dan

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan : 5 :
{ :;7
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- PERATURAN . BUPATI BOMBANA TENTANG PELIHPAHAN

SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI BOMBANA ‘DALAM

- PENANDATANGAN DAN PENERBITAN JLNIS PELAYANAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, PERDESAAN DAN
PERKOTAAN  KEPADA KEPALA | mrms iPENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BOMBANA ;| I

r%-:

BAB1I

KETENTUAN UMUM || |

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati. dan Perangkat Daerah (sebagal unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah. : R HEEH

-~ 3. Bupati adalah Bupati Bombana. ‘ I I
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabup ten Bombana

o

Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala I);pas Puandapatan Daerah
Kabupaten Bombana. P § : a L1 i A

4 1

6. Pajak Bumi dan Bangunan Pcrdcsaan dan Pcrkotaan; yang selan_lutnya
disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan[yang dimiliki,
dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pnbad1 at.au badan, kecuali
kawasan yang digunakan sebagai keglatan usaha perkebunan, perhutanan

dan pertambangan
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15.

16.
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Subjek pajak bumi dan bangunan pcrdesaan dan perkotaan yang
selanjutnya disebut subjck pajak adalah orang prlbadl atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas buxm dan/ atau memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memxhkx menguasau dan[ atau memperolch
manfaat atas bagunan. | . _fj ]’|eg -

Wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan l perkotaan yang
selanjutnya disebut wa_]lb pajak adalah orang pnbach atau badan yang
secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi: dan/ atau| memperoleh
manfaat atas bumi dan/atau memiliki, rncnguasau dan/ atau memperoleh
manfaat atas bangunan. - - ,-;, a i'

' |

Pajak yang terutang adalah paJak yang harus dzbayar _paclla suatu saat
dalam masa pajak sesuai dengan ketcntuan peratui'an' perundang—

undangan perpajakan daerah. i

!
, S :
Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selan_]utnya dlsm,,kat SPOP adalah
surat yang digunakan oleh wajip pajak untuk melaporkan data subjek dan
objek pajak bumi dan bangunan perdcsaan dan; perkotaan sesua.l dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan perpajakan daerah.—

I
l
b l

Surat Pemberxtahuan Pajak Tcrutang, yang selan_]utny-a dlslngkat SPPT,
adalah surat yang digunakan untuk membentahukan besamya Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan yang temtang kepada
Wajib Pajak SRR ! ”

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selan_;utnya d1$1ngkat SKPD adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya Jumlah pokok pajak
yang terutang. i : | i

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkman kegla}‘?f‘. dalam Rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dcngan peraturan Perundang—
undangan bagi setiap warga Negara: dan penduduk atas Barang, jasa dan

atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik;

Pelayanan Satu Tempat Pajak Bumi dan Bangunan ‘yang selan_]utnya
disingkat PST PBB adalah suatu sistem (tata cara) ,penenmaan dan
Penyelesaian urusan/berkas aduan. wa_]lb pajak’ yang bersﬁ'at koordinatif
Antar Pelaksana Fungsi/bagian yang terkait dxlakukan sccara cepat dan
mudah, dalam satu ruangan khusus yang mudah dl_lan;,kau inyaman dan
menyenangkan, . -I.- .

Surat Keputusan Pembetulan adalah kcputusan yanig! |membetulkan
kesalahan tulis, Kesalahan hitung, dan/atau kekehruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang—undungan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pembentahuan Pajak Terutang Pajak

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. . i B

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusmx iatas keberatan
Terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Kctetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, ! Surat Ketetapan
Pajak Daerah tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dai;-:rah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan ata

pemungutan oleh pihak ketiga yang dllakukan wa_ub pajalgf ;
B ot '
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17. Surat Keputusan Pembatalan adalah Surat Keputusan Yaxllg membatalkan
kesalahan atas suatu ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan oleh sebab tertentu seperti objek pajak txdak ada, ob_]ek pajak
ganda dan sub_;ek pajak tidak dltemukan o i j f § i ’

i

P

pertanggung jawaban pada pelayanan Pajak: Bum1 ldan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang diserahkan termasuk pcnandatanganan
atas nama Bupati kepada Kepala Dmas Pcndpatan Daerah' ‘ i |

18. Pelimpahan sebagian kewenangan adalah penyerahan hak kewapban dan

19. Penandatanganan Jenis Pelayanan Pajak Bunn dan Bang'unan Perdesaan
dan Perkotaan adalah kewenangan yang dllakukan olch pejabat yang di
tunjuk oleh Bupati Bombana untuk menandatangam |dokumen urusan
pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; )

il I .

20 Penerbitan Jenis Pelayanan- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah kewenangan yang dilakukan oleh! pejabat yang ditunjuk
oleh Bupati Bombana untuk menerbitkan Jenis Pelayanan Pajak Burm dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ’ -

i

BAB I o
MAKSUD DAN TUJUAN. ... | 1|
Bagian Kesatu u

\
Pasal2 l .
Peraturan Bupat1 ini dimaksudkan untuk menjadi acuc e dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta . memperpendek proses
pelayanan pajak bumi dan bangunan guna mewl.uudkan pelayanan yang
cepat, mudah, transparan, pasti, dan terjangkau’ dﬂaksanakan 'dalam suatu
pelayanan satu tempat pajak bumi dan bangunan pcrdesaail dan; !perkotaan

BagianKedua ’ ||
Tu_juan .
Pasals

RS
TUJuan pehmpahan sebagian kewenangan penerbltan dan penandatangan
pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkota;m adalah

bangunan perdesaan dan perkotaan kepada subjek pa_].l:lk dan atau wajib

pajak; i I’I'

2) Memberikan akses yang luas kepada masyarakat ulntluk' memperoleh
pelayanan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perLoltasian

1) Memngkatkan kualitas layanan 'khususnya pclayanan pa_]ak bumi dan

perdesaan dan perkotaan kepada sub;ek pa;ak dan atau 1|wa_11b pajak;

il
R

3) Memberikan percepatan pemberian pelayanan pajak burm dan bamgunanb1




'BAB II o
RUANG LINGKUP '
Pasald 0 |

Pendelegasian sebagian kewenangan Bupatl kepada Kepala l)1|naﬁ Pendapatan

Daerah Kabupaten Bombana untuk - jenis pelayanan yaltu E!’elayanan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan. Perkotaan (PBB ~ P2 ) i ; ¥

. ; i
BABIV BUn :i
? "l
PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNM PER}DESAAN

DAN PERKOTAAN ||,
Pt .

}
!
1

|
|
. SR i
1) Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan sebaglanmana: dllmaksud pada
!
|
I
|

" pasal 4 meliputi; S 1 15
@ a. PendaftaranOb_]ekPajakBaru - ’ Jw! :I
| b. Mutasi Objek/Subjek PBB - - B i i
. C. PembetulanSPPT/SKf’ B '.
1 d. Pembatalan SPPT S RN A
‘ e. Pembuatan Salinan N 7 1‘ ,ii .:
f. Keberatan atas pajak terutang i H i; |
g. Pengurangan Pajak terutang-. - J! :!
h. Restitusi dan kompensasi R i!' ,
i. Pengurangan denda adrrﬁnist;asi ,_ ‘, f !
j- Penentuan kembali jatuh tempo SPPT - | , i i ! )
o k. Penundaan tanggal pengembalian SPOP iz ‘ |
l. Pengecualian Pengenaan PBB MI o
' BB

2) Pendaftaran Objek Pajak Baru scbagannana dlmaksud *pada ayat (1}
huruf a adalah permohonan pendaftaran wapb pa_]ak terhadap objek
pajaknya , yang dilakukan secara perorangan maupun secara kolektlf
melalui kepala desa atau lurah; ¥ 3 1 i E 5

3} Mutasi Objek/Subjek PBB sebagmmana dnnaksud padaiayat (1) huruf b
adalah permohonan oleh wajib pajak atas mutasx objek pajak dan subjek
pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pcrkotaanlyang dilakukan
secara perorangan maupun secara kolektif melalm II{epala Dcsa atau
Lurah : N ;.la

N ,! :

4) Pembctulan SPPT/SKP sebagannana dlmaksudi pada .ayat (1) huruf c
adalah permohonan pembetulan ketetapan PaJak Burm dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan atas kesalahan ‘tulis, kesalahan hitung,
dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan |tertentu dalam
peraturan perundang  undangan yang . dapat| dxlalmkan secara}“

perorangan ataupun secara kolcktlf melalui kepala deslaiatlalu lurah;
SEREER RN A 1 o
: ", T | I L

Jl Ili:




S)

6)

7)

8)

9)

110)

11)

12

13
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Pembatalan SPPT sebagaimana dunaksud pada ayat (1) huruf d adalah
permohonanan pembatalan atas ketetapan Pajak Buxm dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan oleh sebab tertentu sepem ob_]ek pajak tidak
ada, objek pajak ganda, dan subjek paJak tidak ada, dengan mengajukan
permohonan secara perorangan atau : permohonan pembatalan secara
kolektif melalui Kepala Desa atau Lurah atas' ketetapaanaJak Burm dan
Bangunan yang tidak benar - kepada Dmas Pen'dapatan Daerah

Kabupaten Bombana; Ik E :

Pembuatan salinan SPPT sebagmman dunaksud padd ayat (I) huruf e
adalah permohonan wajib pajak kepada Dmas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bombana atas SPPT yang dJsebabkan |01eh tcgadmya
kerusakanataukehﬂangan, I ‘ Vi-[}:i

Keberatan atas pajak terutang sebagannana dlmaksud pada ayat {1)
huruf f adalah permohonan . keberatan . Wajlb pa_;ak| atas Surat
Pemberitahuan Objek Pajak atau Surat Ketetapan Pajak oleh karena
wajib pajak menganggap luas objek bumi atau bangunaln, klasifikasi
atau nilai jual objek bumi dan atau bangunan yang tFrcantum dalam
Surat Pemberitahuan Objek Pajak atau Surat Ketctapan Pajak tidak

sesuai dengan keadaan yang sebenamya kepada‘ I)mas Pendapatan f

Daerah Kabupaten Bombana. SR ; ;5. | _;.s

4 !

Pengurangan pajak terutang sebag&umana dimaksud pada‘ayat ( 1) huruf

. g adalah permohonan pengurangan pajak. temtangloleh|wa_ub pajak

orang pribadi atau badan karena kondisi tertentu ob_u,k pa_lak yang ada
hubunganya dengan subjek pa_;ak terjadi karena sebab sebab tertentu,
terkena sebab lain yang luar biasa sehingga tldakimampu dlbayar,

Restitusi dan kompensasi sebagaimana dunaksud pacialayat (1) ‘huruf h
adalah permohonan wajib pajak pembayaran kembdh atas kelebihan
pembayaran pajak dapat dxa_]ukan wajib pajakg menuggunakan surat
permohonan pembayaran kembali atas kelebihan pcml})ayaran pajak ;

Pengurangan denda administrasi sebageumana ! dmgksud pada ayat
(1) huruf i adalah permohonan wa_ub pajak untixk ml*hgurangkan atau
menghapuskan sanksi adrmmstrasx pajak berupa bunga denda dan
kenaikan yang diakibatkan oleh ' kekhilafan wa_ub pajak | tatau karena
bukan kesalahanya; t;,wi-";ll. ‘

Penetuan Kembali Tanggal Jatuh Tempo sebagmmana dlmaksud ayat {1) -

huruf j adalah permohonan penentuan kembah tanggal terakhir
pembayaran pajak sebagai aklbat dari ketcrlambatan penemnaan SPPT

oleh wajib pajak; .. ! :i
: s

Penundaan pengembalian SPOP sebaglmana dunaksud pada ayat (1)

"huruf k adalah permmtaan pcnundaan pengembahan SPOP oleh wajib

pajak ) _ ‘ ;e?
Pengecualian pengenaan PBB scbaglrnana dlmaksud pl.ada Iayat (1) hurf 1
adalah permohonan wajib pa_;ak tldak men_]adl pengt naan pajak bumi
dan bangunan perdesaan dan perkotaan oleh : sebab tertentu karena
masuk wilayah pertambangan, pcrkebunan dan perhutanan dan/ atau
menjadi fasilitas umum : ¥ i

i
i
il
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(1) Selain Pendelegasian kewenangan scbagannana dnnaksud

1] P T

. ‘-; w.' I

i
Bupati dapat mendelegasikan kewenangan atau tdg s lain ,Kepada

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bombana 1 | i

(2) Pedelegasian kewenangan atau tugas lain sebagannana dunaksud pada

ayat {1) yakni tidak menerbitkan SPPT yang tldak bencu'l pada saat cetak

masal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkoltaa.n, )
4 :

|
(3) SPPT yang tidak benar tidak dlterbxtkan pada saat (etak masal Pajak

(4)

- (3

(6)

7

(8)

(©)

(1)

Bumi dan Bangunan sebagaimna dunaksud pada ayat ({2\ _adalah
a. Objek Pajak Tidak ada /tidak di Temukan RS ; 1 '
b. Objek Pajak Ganda/NOP Ganda - L nRE
c. Subjek Pajak Tidak ada o BT 311; :

SPPT yang tidak benar sebagaunana dunaksud pada ay?t i(3) dllaporkan
oleh Wajib Pajak kepada Kepala Desa atau Lurah disebut - sebagai

ketetapanPBByangbennasaalah _ o ! l i \

Oleh Kepala Desa atau Lurah atas laporan wa_ub p.l_]akI sebagaunana
dimaksud pada ayat {4) menga_;ukan Surat Pemohonan Pembatalan .
Secara Kolektif atas SPPT yang Tldak Benar kepada Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Bombana; ' o * 'l ,!i :

Surat Permohonan Pembatalan Secara Koleknf atas 'SPPT Yang Tldak
Benar sebagimana dimaksud Pada ayat (5) dﬂanjutkan dengan kegiatan
Verifikasi dan Validasi Data PBB Bermasalah : oleh I)mas Pendapatan

DaerahKabupatenBombanadanTun, S sné Vl| I

.1‘;;i1!|\-

Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data PBB: Bermaszdah sebagaxmana
dimaksud pada ayat (6) dilanjutkan dengan Penehtmn hasxl Verifikasi
dan Validasi Data PBB Bermasalah oleh Dmas Pendapatan Daerah
Kabupaten Bombana; S : .E S

Dalam hal Penelitian telah dllakukan oleh Dmas Pen!dapatan Daerah

pa ada pasal 4, l(\\cd‘“

Kabupaten Bombana sebagaimana dlmaksud pada ayat (7) selanjutnya

dibuatkan Surat Keputusan Kepala Dmas Tcnt;ang | Pembatalan
Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT yang txdak benar yang
diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah [ '

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah telntang pembatalan
ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang udak benarl atas SPPT yang
di ajukan secara kolektif oleh Kepala Desa atau Lurah scbagaunana
dimaksud pada ayat (8) adalah acuan untuk tlda]3: rpe:ncc:ltﬁk SPP’I‘ yang
tidak benar ; Cor
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Penerbitan dan penandatanganan jenis pelayanan| Pa_lak Burm dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dllakukan o]eh Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Bombna atas n'ama Bulpatl Bombana

(2) Penerbitan dan penandatanganan urusan pelayanan Pa_]ak Bumi dan
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CS) Urusan pelayanan sebagmmana dlmaksud pada aye_xt (2

.~ a. ' pengurangan pajak terutang f
b. pengurangan denda admm1stra31
‘¢. penentuan kembali tanggal Jatuh tempo
d pengecuahan pengenaan PBB

oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah
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